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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi ekonomi syariah, 
peran hakim sebagai mediator, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan hakim mediator dalam menyelesaikan kasus di pengadilan. Religi di Purwokerto. 
Pengadilan adalah penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi 
dari hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap. dengan 
metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mediator 
berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi dan membantu para pihak 
mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Ketidakmampuan para pihak untuk 
memahami akad ekonomi syariah, ketidakhadiran para pihak, ketidakmampuan untuk 
mencapai kesepakatan, dan kurangnya kemampuan mediator adalah beberapa contoh 
hambatan atau ketidakberhasilan mediasi.  
Kata Kunci: Mediator, Sengketa,  Perkara Ekonomi Syariah 
 

ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the process of sharia economic mediation, the 
role of judges as mediators, and the factors that influence the success or failure of mediator 
judges in resolving cases in court. Religion in Purwokerto. The trial is field research. Data was 
obtained through interviews and documentation from mediator judges at the Purwokerto 
Religious Court and the Cilacap Religious Court. with a qualitative descriptive analysis method. 
The research results show that the mediator judge tried as much as possible to mediate and 
help the parties reach an agreement to resolve the problem. The inability of the parties to 
understand the sharia economic contract, the absence of the parties, the inability to reach an 
agreement, and the mediator's lack of ability are some examples of obstacles or unsuccessful 
mediation. 
Keywords: Mediators, Disputes, Sharia Economic Cases 

A. PENDAHULUAN  

Sifat-sifat alami manusia akan 

memberikan makna ketika mereka digabungkan 

dengan kehidupan sosial. Dengan timbulnya 

berbagai kebutuhan dan kepentingan di antara 

anggota masyarakat, manusia dapat 

mempertahankan atau berusaha meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Di sini, penting untuk 

dicatat bahwa yang dimaksud dengan 

kepentingan-kepentingan adalah tindakan 

hukum yang memberikan hak-hak keperdataan. 

(Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Dalam 

masyarakat, ada aturan yang mengatur tingkah 

laku manusia, baik yang tertulis maupun tidak 
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tertulis. Namun, ada orang yang melanggar 

aturan tersebut. Salah satu cara untuk 

menyelesaikan perselisihan atau sengketa 

perdata adalah melalui jalan perdamaian. 

Penyelesaian perdamaian—juga dikenal sebagai 

penyelesaian menang-menang—

memungkinkan para pihak yang bersengketa 

untuk mencapai kesuksesan bersama. Dengan 

menghilangkan sifat egois dan serakah, mereka 

berusaha untuk menang sendiri. (Rahma Putri & 

Rachmawati, 2022). Dalam syariat Islam, 

perdamaian sangat dianjurkan karena dengan 

perdamaian akan terhindar dari perpecahan 

silaturahmi (hubungan kasih sayang) dan 

permusuhan di antara pihak yang bersengketa 

akan diakhiri. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

industri perbankan syariah memiliki aset 

sebesar 296 triliun dolar pada tahun 2019 

dengan pangsa pasar sebesar 4,96%. Aset ini 

terdiri dari 163 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS), 12 Bank Umum Syariah (BUS), 

dan 12 Unit Usaha Syariah (UUS).Ketika 

perbankan syariah berkembang, kadang-kadang 

terjadi konflik antara perbankan dan 

pelanggannya, serta antara perbankan dan 

lembaga lain.  (Indonesia, 2014). Dalam 

interaksi satu sama lain atau dalam masyarakat, 

kepentingan dapat bertentangan satu sama 

lain, menyebabkan perselisihan. Oleh karena 

itu, diharapkan bahwa manusia dapat menjaga 

tata tertib dalam hidup bersama. Konflik atau 

sengketa akan muncul jika tidak 

dipelihara.Sengketa dapat memicu dendam dan 

mengakibatkan korban jiwa atau harta benda. 

Oleh karena itu, Allah SWT telah 

memerintahkan manusia dalam Firman-Nya 

untuk menyelesaikan perselisihan dan 

perselisihan.  (Hasibuan et al., 2017). 

Islam telah memberikan landasan untuk 

melakukan perdamaian, betapa mulia apabila 

sengketa dapat diselesaikan dengan 

musyawarah dan berakhir dengan perdamaian, 

sebagaimana dalam surat AliImran ayat 159  

Artinya :...dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya.(Antonio, 2001).  

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syari'ah, mediasi adalah salah satu metode 

penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah 

menjadi bagian dari proses sengketa di 

pengadilan. Sejak zaman kolonial Belanda, pasal 

130 HIR atau pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.6 

mengatur bahwa hakim atau majelis hakim 

harus mengusahakan perdamaian sebelum 

sengketa diputuskan, tetapi tidak sepenuhnya 

mampu mengurangi jumlah sengketa di 

pengadilan. (Padangsidimpuan et al., n.d.). 

Berdasarkan hal ini, Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, atau 

SEMA, memberdayakan pengadilan tingkat 

pertama untuk menerapkan lembaga damai. 

Salah satu metode penyelesaian sengketa 

dalam proses litigasi adalah dengan 
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menggunakan hakim sebagai mediator. 

(Setiawan, 2019).  

Pengadilan Agama sebagai salah satu 

dari empat lembaga peradilan yang ada di 

Indonesia semenjak diundangkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

mempunyai wewenang baru sebagai bagian 

dari yurisdiksi absolute dan lebih di perkuat lagi 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012 yaitu kewenangan untuk 

menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi 

syari’ah. 

Respon sosial politis terhadap eksistensi 

perkembangan lembaga ekonomi syariah di 

Indonesia adalah penambahan kewenangan 

Pengadilan Agama dalam hal ekonomi 

syariah.Hal ini dapat memengaruhi dunia 

peradilan, terutama peradilan agama. Dalam 

kasus di mana ada sengketa antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi, titik singgung 

tersebut tersebut ada.  

Diharapkan untuk mengantisipasi dan 

menghindari segala jenis perselisihan atau 

sengketa yang mungkin terjadi. Peraturan 

sebelumnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, 

diganti dengan mediasi pengadilan melalui 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pelembagaan dan 

pengembangan perdamaian dibantu oleh 

mediasi pengadilan.  

Menurut Pasal 57 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, peradilan 

dilakukan dengan cara yang "sederhana, cepat, 

dan biaya". Seharusnya diselesaikan melalui 

mediasi untuk mencapai ketentuan tersebut. 

Peradilan tingkat pertama tidak akan menunggu 

terlalu lama dengan penyelesaian ini. Ada 

banyak manfaat untuk penyelesaian melalui 

mediasi bagi pihak yang berperkara, mediator, 

dan peradilan. 

Dengan semakin meningkatnya prospek 

ekonomi syariah, maka semakin besar pula 

kemungkinan meningkatnya angka sengketa 

pada ekonomi syariah kedepannya sehingga 

demi optimalnya perkembangan ekonomi 

syariah kedepannya diperlukan aturan dan 

kebijakan yang mencerminkan kepastian hukum 

bagi pelaku ekonomi syariah dan investor, salah 

satunya dalam hal penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah.  

Di Indonesia, penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah dikenal melalui dua jalur yaitu 

melalui litigasi atau penyelesaian melalui 

pengadilan dan melalui jalur non litigasi, yaitu 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Penyelesaian secara litigasi dalam ekonomi 

syariah dilaksanakan melalui pengadilan agama.  

Hal tersebut diatur dalam Undang-

undang nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 

1989 yang kemudian diubah dengan undang- 

undang nomor 50 tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas undangundang nomor 7 

tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu 

pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas 
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bahwa pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang ekonomi syariah. 

Adapun dalam hal penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan, di 

Indonesia diatur melalui Undang-Undang 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Dengan lahirnya 

undang-undang mengenai arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa, negara 

memberi kebebasan kepada masyarakat untuk 

menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar 

pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, 

negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. 

Di negara maju seperti di Amerika dan 

China, hampir 90 persen sengketa diselesaikan 

melalui jalur non litigasi. Adapun alasan 

pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui 

jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian 

sengketa lain seperti mediasi karena bagi para 

pelaku usaha, jalur non litigasi jauh lebih 

menguntungkan bagi mereka.  

Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip 

arbitrase itu sendiri yang menekankan pada 

prinsip win-win solution dan penyelesaian 

sengketa yang bersifat tertutup dan rahasia. 

Selain itu, juga menurut para pelaku usaha, 

arbiter dinilai lebih memahami sengketa bisnis 

secara lebih mendalam jika dibandingkan pada 

hakim pada pengadilan. Namun sayangnya, 

dalam hal pemilihan forum penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di Indonesia masih 

didominasi oleh pengadilan agama.  

Hal tersebut dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah sengketa ekonomi syariah 

yang masuk di Pengadilan Agama dari periode 

tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 

September 2020 yang berjumlah 676 Perkara. 

Sehingga dengan semakin berkembangnya 

ekonomi syariah kedepannya diperlukan 

alternatif penyelesaian sengketa lain untuk 

meringankan beban Pengadilan Agama dari 

meningkatnya kasus sengketa syariah yang 

diperkirakan akan terus bertambah. 

Mediator mempermudah pertukaran 

informasi, mendorong diskusi mengenai 

perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, 

penafsiran terhadap situasi serta membantu 

para pihak memprioritaskan persoalan-

persoalan dan menitik beratkan pembahasan 

mengenai tujuan dan kepentingan umum.7 

Mediator merupakan Hakim atau pihak lain 

yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak 

yang tidak memihak guna membantu para 

pihak dalam proses perundingan untuk mencari 

berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa 

harus dengan cara memutus atau memaksakan 

sebuah penyelesaian. 

Selanjutnya di lokasi penulisan yang lain 

ada hal yang berbeda dari hasil penanganan 

sengketa ekonomi syariah yang ada di 

Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2018 dan 

2019, bahwa semua perkara ekonomi syariah 

yang masuk dan di tangani oleh hakim mediator 

Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara, tidak 
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ada yang berhasil di selesaikan oleh hakim 

mediator dalam meja mediasi, artinya 

semuanya diselesaikan lewat litigasi, setelah 

hakim mediator tidak berhasil memediasi 

seluruh perkara ekonomi syariah, padahal 

jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama 

Cilacap ada 20 orang hakim, dan hakim yang 

mempunyai sertifikat mediasi di Pengadilan 

Agama Cilacap ada 5 orang hakim, sedangkan di 

Pengadilan Agama Purwokerto hakimnya 

berjumlah 12 orang, dan yang memiliki 

sertifikat sebagai hakim mediator hanya 1 orang 

saja, namun berhasil menyelesaiakan 3 kasus 

sengketa ekonomi syariah.  

Menurut salah satu pihak yang 

bersengketa, kemungkinan pihak Pengadilan 

Agama Cilacap kurang dalam memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat Cilacap tentang 

lembaga mediasi ini. Bahwa sebenarnya 

mediasi itu penting karena hasil dari mediasi 

yang berhasil adalah lebih baik dari hasil 

putusan hakim. Hasil perdamaian dibuat dan 

disepakati oleh kedua belah pihak, dengan 

bantuan pihak ketiga yang hanya memberikan 

solusi dan alternatif yang terbaik untuk kedua 

belah pihak. 

B. METODE 

Metode penulisan pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk atau dengan 

tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan 

hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan. Dengan metode ini penulis 

bermaksud mengumpulkan data dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-

asepek tertentu yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh 

data-data yang dapat mendukung penyusunan 

tesis ini hingga menjadi tesis sebagai suatu 

karya ilmiah bagi peneli. (Isnaini et al., 2021).  

Setidaknya ada 6 tahapan yang harus 

kerjakan oleh penulis dalam metodologi 

penulisan ini sebagai berikut 31 : 1. Objek 

Penulisan Dalam melakukan sebuah penulisan 

yang pertama kali diperhatikan adalah objek 

penulisan yang akan diteliti. Dimana objek 

penulisan tersebut terkandung masalah yang 

akan dijadikan bahan penulisan untuk dicari 

pemecahannya. Menurut Sugiyono,32 objek 

penulisan adalah sebagi berikut “Suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan”. 

Objek penulisan ini adalah data-data 

tentang perkara sengketa ekonomi syariah yang 

masuk di Pengadilan Agama Purwokerto dan 

Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 dan 2019 

yang di mediasi oleh hakim mediator dan 

kebanyakan tidak berhasil sementara hakimnya 

termasuk hakim senior dalam penanganan 

kasus seperti itu sebab mereka berkarier di 

Pengadilan Agama Kelas 1A. Seharusnya majelis 

hakim terutama hakim mediator harus pintar 

dan cermat dalam menyelesaikan masalah yang 

ada sesuai dengan prinsip sederhana, cepat dan 

biaya ringan sehingga menuntut hakim supaya 
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bisa menyelesaiakan perkara tanpa harus 

sampai pada putusan. Oleh sebab itu hakim 

harus menjadi penengah atau moderator yang 

baik di dalam suatu mediasi karena banyak 

kasus yang gagal di tahap mediasi, dengan 

adanya permasalahan ini bagaimana peran 

hakim sebagai mediator serta apa saja 

hambatan dan kendala yang di hadapi hakim 

mediator dalam menyelesaian sengketa 

ekonomi syariah dalam di meja mediasi karena 

banyak perkara ekonomi syariah yang gagal 

dalam dimediasi. 

2. Subjek Penulisan33 . Subjek penulisan 

menurut Suharsimi Arikonto, memberi batasan 

subjek penulisan sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penulisan melekat, 

dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah 

penulisan, subjek penulisan mempunyai peran 

yang sangat strategis karena pada subjek 

penulisan, itulah data tentang variabel yang 

penulis amati Adapun subjek dalam penulisan 

ini adalah Hakim Mediator yang ada di 

Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan 

Agama Cilacap, serta jumlah perkara sengketa 

ekonomi syariah yang di tangani dari tahun 

2018, 

dan tahun 2019. Perkara ekonomi syariah 

yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto di 

tahun 2018-2019 sebanyak 15 kasus dan ada 3 

perkara yang berhasil di mediasi. Sedangkan 

perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang 

diterima di Pengadilan Agama Cilacap ada 30 

perkara namun tidak ada yang berhasil 

didamaikan oleh hakim mediator dimeja 

mediasi. 

Bahwa penulisan peran hakim sebagai 

mediator dalam menyelesaikan perkara 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap 

merupakan penulisan empiris. Karena dalam 

penulisan ini meletakan pada fakta-fakta yang 

ada terkait dengan peranan para hakim 

mediator di lingkungan Pengadilan Agama 

Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap yang 

menjalankan fungsi sebagai lembaga Peradilan 

yang lebih mengutamakan perdamaian lewat 

mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara 

ekonomi syariah oleh hakim mediator. Dengan 

menggunakan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan empiris maka yang menjadi 

objek penulisan ini adalah bagaimana peranan 

hakim mediator dalam penyelesaian perkara 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dan 

apa saja hambatan hakim mediator ekonomi 

syariah dalam menyelesaikan perkara melalui 

mediasi. (Financing et al., 2018). 

Analisis data dalam penulisan kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama dilapangan, dan setelah selesai 

dilapangan. Menurut Sugiyono36 Data yang 

diperoleh dalam penulisan ini kemudian 

dianalisa dengan menggunakan metode yuridis 

Sosiologis, sehingga dapat memberikan 

penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi 

permasalahan yang diteliti. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

Pengadilan Agama Purwokerto menempati 

gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang dibangun pada 

tahun 2015 seluas 4.056 M2 diatas tanah seluas 

2641 M2 terletak di jalan Gerilya Nomor 7A 

Telp. (0281) 636366 fax. 0281-643289 

Purwokerto, adapun status gedung dan tanah 

adalah milik Pemerintah Republik Indonesia, 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Pengadilan Agama Purwokerto pada 

tahun 2017 mendapatkan prestasi kenaikan 

kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A, 

kenaikan kelas ini berdasarkan pada Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 

37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. 

Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan Agama baik 

kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu 

untuk meningkatkan profesionalisme kinerja 

aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di 

bidang peradilan. 

Hambatan yang dihadapi oleh mediator 

dalam proses mediasi sengketa ekonomi 

syariah merupakan salah satu faktor penyebab 

keberhasilan mediasi belum mencapai hasil 

yang optimal. 

Rata-rata masih rendah dan belum 

menunjukkan hasil yang optimal, apalagi jika 

disatukan dengan semua jenis perkara yang 

masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto dan 

Pengadilan Agama Cilacap, maka prosentase 

keberhasilan mediasi akan lebih rendah jika 

dibandingkan dengan wakai124 yang diadopsi 

kedalam PERMA, dimana wakai berhasil 

mengurangi penumpukan perkara perdata 

sekitar 45%-55%. Hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan 

mediasi sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan 

Agama Cilacap adalah hampir sama sebagai 

berikut : 

Pertama, bagi mediator hakim, masalah 

keterbatasan waktu karena tersita untuk 

menyelesaikan tugas sebagai penyelesai 

perkara dan kurangnya keterampilan sebagai 

mediator merupakan hambatan tugas sebagai 

mediator. 

Keterbatasan waktu mediator hakim 

terkait dengan jumlah perkara yang harus 

diselesaikan. Dalam seminggu setiap hakim 

bersidang 3 dan 2 hari tidak bersidang.125 Hari-

hari tidak bersidang digunakan untuk 

menyelesaikan perkara yang sudah putus atau 

sidang keliling atau sidang setempat, atau 

mengetik putusan. Dengan beban kerja yang 

berat seperti itu, sulit bagi hakim mediator 

untuk memaksimalkan proses mediasi. 

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator 

hakim ini menjadikan mediator hakim 

melakukan mediasi dengan cepat sehingga 

pelaksanaan mediasi tidak berlangsung secara 

optimal sesuai jangka waktu yang diatur dalam 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016.126 Masalah 

kurangnya keterampilan sebagai mediator 

disebabkan karena masih banyak hakim yang 

menjalankan tugas sebagai mediator belum 

mendapatkan pelatihan sebagai mediator.127 
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Belum mendapatkan pelatihan sebagai 

mediator artinya belum memiliki pengetahuan 

tentang tehnik-tehnik mediasi yang benar 

sehingga mediator hakim tidak bisa 

menjalankan tugasnyasebagai mediator dengan 

benar.  

Kedua, mediator tidak mempunyai 

kompetensi di bidang ekonomi syariah. Belum 

semua mediator baik mediator hakim maupun 

mediator nonhakim mempunyai kompetensi di 

bidang ekonomi syariah.128 Kompetensi 

dibidang ekonomi syariah ini penting sekali 

sebagai bekal mediator sengketa ekonomi 

syariah. Mediasi pada sengketa ekonomi 

syariah selain teknik mediasi juga harus ahli 

pada bidang yang disengketakan yaitu bidang 

ekonomi syariah. Hal itu akan semakin 

menguatkan perannya sebagai mediator 

sengketa ekonomi syariah yang ujungnya 

adalah keberhasilan mediasi. 

Ketiga, ketidakhadiran salah satu pihak 

dalam mediasi. Sengketa yang pemeriksaannya 

dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau 

tergugat yang telah dipanggil secara patut 

adalah sengketa yang dikecualikan dari 

kewajiban penyelesaian melalui mediasi.129 

Karena tidak ada aturan yang memaksa pihak 

yang tidak hadir (terutama tergugat) dalam 

persidangan untuk melaksanakan mediasi maka 

hanya sebagian kecil saja dari perkara yang 

masuk ke pengadilanyang dapat dilakukan 

mediasi.  

Hal ini semakin memperkecil 

kemungkinan keberhasilan mediasi. Di sisi lain, 

dalam praktek pelaksanaan mediasi 

diPengadilan Agama Purwokerto dan 

Pengadilan Agama Cilacap, kedua belah pihak 

yang hadir dipersidangan sesaatsetelah selesai 

sidang di ruang sidang lalu keluar menuju ruang 

mediasi Pengadilan Agama Purwokerto dan 

Pengadilan Agama Cilacap untuk melaksanakan 

proses mediasi (tentu ini berlakuuntuk para 

pihak yang menyerahkan penunjukan mediator 

pada Majelis Hakim pemeriksa perkara). 

Kebijakan ini dilakukan oleh pimpinan agar 

tidak perlu adabiaya yang dikeluarkan untuk 

memanggil para pihak untuk melaksanakan 

mediasi.130 Ini akan meringankan beban biaya 

pihak berperkara.  

Jika dalam pertemuan berikutnya ada 

pihak yang tidak hadir barulah mediator akan 

memanggil pihak melalui panitera. Namun hal 

ini sebagian belum bisa dilaksanakan karena 

masih ada pemahaman yang berbeda tentang 

siapa yang berwenang memberikan perintah 

pemanggilan mediasi kepada jurusita, apakah 

mediator atau Ketua Majelis. Perbedaan 

pandangan itu menyebabkan mediator belum 

bisa memangggil pihak yang tidak menghadiri 

pertemuan mediasi, sehingga mediator dengan 

usaha dan biaya sendiri menghubungi pihak 

agar menghadiri pertemuan mediasi 

berikutnya. 

Keempat, faktor Gengsi para pihak.132 

Kesulitan keberhasilan mediasi juga 

karenaterdapat faktor gengsi salah satu pihak 

yang tinggi terutama jika sudah 

menyangkutharta dan harga diri. Misalnya 
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dalam suatu kasus peminjam meskipun telah 

nyata-nyata tidak dapat membayar sisa 

pinjaman, namun setelah diberi keringanan dan 

waktu tangguhan tetap masih bersikukuh tidak 

mau menyepakati keringanan yang diberikan 

oleh pemberi pembiayaan/pihak bank karena 

merasa direndahkan atau dianggap tidak 

mampu membayar. Pemberi pembiayaan/pihak 

bank juga akan bersikap mendesak, lebih-lebih 

yang diwakili oleh advokat.  

Kelima, faktor Pengacara. Ada dugaan 

adanya oknum pengacara yang tidak 

mendukung sepenuhnya proses mediasi. Pada 

satu kasus sengketa ekonomi syariah yang 

dimediasi oleh mediator, pada saat mediasi 

telah dilihat ada perkembangan kearah 

kesepakatan. Namun pada pertemuan 

berikutnya salah satupihak tidak pernah datang 

lagi diduga karena pengaruh pandangan dari 

pengacaranya. Hal ini menurut mediator 

tersebut bisa saja terjadi karena honor yang 

akan diterima oleh Pengacara tersebut akan 

jauh lebih kecil jika perkara berlanjut ke 

persidangan. Karena suatu perkara yang selesai 

pada tahap mediasi berarti frekuensi kunjungan 

Pengacara ke persidangan menjadi terpangkas 

dan itu mempengaruhi honor yang diterima. 

Keenam, Prasarana dan sarana mediasi. 

Ruang mediasi adalah salah satu sarana yang 

menunjang keberhasilan mediasi. Mediasi yang 

dilakukan di Pengadilan terkesan formal, 

dimana yang terkesan formal itu biasanya akan 

melahirkan ketegangan. Ketegangan hanya 

akan memicu tingkat emosi yang tinggi. Sifat 

yang demikian tidak akan produktif bagi proses 

mediasi. Menurut Pasal 8 Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor : 

108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi 

Mediasi di Pengadilan ruang mediasi 

diupayakan meliputi ruang pertemuan 

bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus) 

dan ruang tunggu. Ruang mediasi Pengadilan 

Agama Purwokerto baru mempunyai satu 

ruangan berukuran 3m x 3m, tapi di Pengadilan 

Agama Cilacap agak luas 4m x 6m. Biasanya 

untuk perkara sengketa ekonomi syariah dalam 

pelaksanaan mediasi dalam suatu waktu 

pertemuan bisa terdapat 4 orang atau lebih 

yang masuk keruang mediasi. Pihak Bank 

biasanya diwakili oleh advokat yang lebih dari 

satu orang demikian pula pihak peminjam. 

Dengan ruangan yang terbatas, dipenuhi orang 

yang notabene sedang bermasalah tentu akan 

menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi 

pelaksanaan mediasi. Ruang pertemuan sepihak 

(kaukus) dan ruang tunggu mediasi belum ada  

Ketujuh, Antrian mediasi. Belum adanya 

sistim antrian elektronik untukmediasi sering 

menganggu mediasi yang sedang berjalan. 

Pihak masuk ke ruang mediasi ketika ada 

mediasi yang sedang dilakukan, sehingga 

mediasi harus dihentikan sementara untuk 

memberikan penjelasan seperlunya. Hal ini bisa 

membuyarkan konsentrasi mediator dan para 

pihak yang sedang mencari jalan menuju 

kesepakatan. 

Kedelapan, biaya bagi mediator. Untuk 

meringankan biaya bagi para pihak dalam 
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proses mediasi, Ketua Pengadilan Agama 

Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap 

telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang 

panjar biaya perkara. Dalam panjar biaya 

perkara itu sudah termasuk biaya untuk mediasi 

sebesar Rp. 100.000,- perperkara untuk 

mediator non hakim yang terdaftar di 

Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan 

Agama Cilacap. Padahal ada kalanya satu 

perkara dimediasi sampai 6 kali pertemuan. 

Mediator mengharapkan ada kebijakan 

dari pimpinan agar lebih diperhatikan. Jika 

mediasi berhasil dan dikuatkan dalam akta 

perdamaian atau putusan dicabut maka dapat 

terwujudnya visi dari Mahkamah Agung yaitu 

proses sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Hakim mediator di Pengadilan Agama 

Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap 

sudah melakukan upaya semaksimal mungkin 

dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai 

mediator karena hakim mediator berharap agar 

setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara 

damai karena perdamaian adalah jalan yang 

terbaik dari suatu masalah. 

Kasus perkara ekonomi syariah yang 

ada di Pengadilan agama purwokerto yang 

mana dalam perakra tersebut mengandung nilai 

ekonomi dan jaminan yang berupa tanah dan 

atau tanah tempat tinggal sejak awal sengketa 

para pihak sudah kukuh untuk 

mempertahankan kepentingan masing-masing. 

Bahkan dalam karakter sengketa semacam ini 

kadang kala sejak awal dimediasi para pihak 

sudah menolak untuk mediasi dan bersikeras 

untuk melanjutkan ke persidangan dihadapan 

hakim pemeriksa.  

Mediasi melibatkan setidaknya 

melibatkan dua pihak, bisa juga lebih dari atau 

dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat 

dalam suatu sengketa biasanya tingkat 

kesulitan penyelesaian sengketa melalui proses 

mediasi juga lebih tinggi.  

Dalam perkara perdata terkait sengketa 

tanah, uatamanya bila menyangkut tanah yang 

menjadi tempat tinggal (di atas tanah sengketa 

terdapat rumah atau tempat tinggal), maka 

tingkat emosi para pihak sangat tinggi. Karena 

tuntutan satu pihak bisa berati hengkangnya 

pihak lain dari rumah yang ditinggali. 

Faktor Penghambat dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas 

Faktor penghambat dalam penyelesaian 

sengketa bisnis syariah melalui Basyarnas dibagi 

menjadi hambatan yuridis dan hambatan non 

yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis, yaitu: 

1. Perlawanan pihak ketiga; 2. Perlawanan 

pihak tereksekusi; 3. Permohonan peninjauan 

kembali (PK); 4. Amar putusan tidak jelas; 5. 

Objek eksekusi adalah barang milik negara. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang 

telah dikemukakan pada bab-bab  

sebelumnya, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 1. Secara garis besar 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap 

sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 
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2016 untuk perkara ekonomi syariah tahun 

2018-2019 yang meliputi: tahap pra mediasi, 

tahap mediasi dan tahap akhir mediasi, 2. 

Usaha hakim dalam melakukan proses mediasi 

perkara ekonomi syariah sudah di upayakan 

semaksimal mungkin dan mencari titik temu 

untuk para pihak dengan cara mengadakan 

kaukus, menjelaskan kedudukan masingmasing 

pihak dan berusaha melakukan tawar-

menawar, 3. Faktor-faktor yang menyebabkan 

mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama 

Cilacap tidak berhasil yaitu: para pihak tidak 

memahami akad ekonomi syariah, salah satu 

pihak tidak hadir dalam mediasi, tidak adanya 

kesepakatan para pihak dan belum adanya 

mediator yang melakukan pelatihan mediasi 

ekonomi syariah membuat kurangnya skill 

mediator dalam melakukan mediasi. 

2. Saran 

Untuk mengatasi atau paling tidak 

meminimalisir permasalahan mediasi ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan 

Pengadilan Agama Cilacap, penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 1. Memberikan 

sosialisasi kepada para pihak yang berperkara 

mengenai mediasi secara mendalam, 2. Para 

hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan 

Pengadilan Agama Cilacap hendaknya 

memperbanyak pelatihan mengenai mediasi 

ekonomi syariah serta teknik-tekniknya, 3. 

Seharusnya mediasi dilaksanakan dengan 

panduan dari mediator yang memiliki skill yang 

mendalam mengenai ekonomi syariah, 4. 

Hendaknya hakim mediator mengupayakan 

lebih agar para pihak hadir dalam mediasi.. 
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